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MOTTO
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ABSTRAK

Abdul Rozaq. Sanki Hukuman Mati Bagi Koruptor Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Menurut Fikih Jinayah. Skripsi. Program Studi Pendidikan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. dan Ahmad Muzakki,M.H.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Koruptor, UU No. 20 Tahun 2001, Fikih Jinayah.
	Tindak pinda korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara Indonesia terlebih korupsi menjadi begitu membudaya dalam pemerintahan Indonesia dari tingkat daerah hingga tingkat pemerintahan pusat. Hal ini cukup sangat memperihatinkan sebab memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perkembagan kemajuan Indonesia bahkan mengacam hak hidup kesejahteraan generasi berikutnya. Karenanya banyak pakar yang menilai bahwa hukuman bagi para terpidan korupsi negara ini cenderung tidaklah tegas yang mana tak sedikit para pihak untuk mencari jalan keluar dengan mempertegas sanksi pidana bagi para koruptor termasuk dengan merealisasikan hukuman mati bagi koruptor yang terdapat pada Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001. Dari sinilah penulis membuat penelitian yang menganalisis tentang hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dengan ditinjau dari dua dimensi yang berbeda yakni hukum positif dan hukum Islam.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian statute aproach yaitu metode yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metode library research yaitu metode kepustakaan dengan cara membaca buku, artikel, surat kabar dan bahan bacaan lainnya. 
Pidana mati sendiri merupakan sanksi yang tidaklah asing dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Menurut hukum positif pidana mati adalah penjatuhan hukuman bagi suatu terpidana dengan menghilangkan nyawa seorang terpidana dan dijalankan sampai terpidana tersebut benar-benar mati secara medis.  Sedangkan Menurut Pandangan hukum Islam jarimah yang dapat dikenai hukuman mati yakni jarimah hudud, jarimah qisos dan jarimah ta’zir meskipun beberapa ulama melarang secara mutlak hukuman mati untuk jarimah ta’zir.
Dalam kasus tindak pidana korupsi ulama’ sepakat bahwa jarimah korupsi merupakan jarimah ta’zir hal ini didasarkan pada ketidakadaan ketentuan hukum pada tindak pidana korupsi dalam Al-Qur’an dan Sunnah karena itu korupsi merupakan wewenang hakim atau pemerintah dalam memutuskan hukuman bagi terpidana korupsi. Sedangkan menurut hukum positif korupsi merupakan penyalahgunaan wewanang atau kekuasaan dengan maksud menguntungkan kepentingan dirinya atau orang lain. Untuk hukuman mati bagi terpidana korupsi terdapat pada undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-undang TIPIKOR tahun 1999 dimana dalam hal ini dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan secara jelas bahwa hukuman mati bagi koruptor dapat dijatuhkan yang tentunya dengan beberapa ketentuan atau golongan yang bisa dijatuhi hukuman mati seperti korupsi terhadap dana penanggulangan bahaya, dana penanggulangan bencana alam nasional, dana penganggulangan krisis moneter dan apabila terdapat pengulangan perbuatan korupsi. Sedangkan menurut fikih jinayah para ulama’ kontemporer berbeda pendapat dalam hukuman mati bagi koruptor, sebagian ulama’ setuju dengan hukuman mati tersebut dengan ketentuan namun sebagian yang lain memilih untuk memperpanjang masa tahanan dengan alasan korupsi merupakan jarimah ta’zir. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Fatwa Mubes Nahdlatul Ulama’ sendiri memperbolehkan adanya hukuman mati bagi koruptor hingga opsi hukuman potong tangan dapat dijatuhkan.
Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bagi terpidana korupsi menurut UU TIPIKOR dapat dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dalam UU TIPIKOR no 20 tahun 2001 meskipun sampai saat ini hukuman tersebut belum pernah dijatuhkan sendangkan menurut sebagian Ulama’ khusunya Ulama’ kontemporer dan beberapa fatwa di Indonesia hukuman mati diperbolehkan jika dinilai perlu dan dilakukan secara berulang-ulang dan dengan korupsi dana yang cukup besar.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Korupsi merupakan salah satu tindak pidana berat yang cukup memperihatinkan bagi bangsa ini, hal ini terjadi karena segala bentuk pemberantasan terhadap korupsi masih terus terjadi hingga saat ini bahkan seakan tak ada habisnya, hal ini diperparah dengan pemberantasan kasus korupsi melalui jalan hukum seakan kurang serius, terbukti dengan kebanyakan hukuman yang diberikan kepada koruptor cenderung ringan dan terkesan bermain-main.
Korupsi merupakan perbuatan haram yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait[footnoteRef:2]. Berbicara korupsi seakan membicarakan suatu hal yang tak ada habisnya, sebab korupsi telah membudaya bagi bangsa kita tak heran ada sebagian golongan yang menganggap tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang wajar. [2:  Zainuddin Ali,  Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.
] 

Dari pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang berupa penyimpangan kekuasaan dan jabatan, privatisasi fasilitas, penyuapan atau penyogokan, penipuan. Kejahatan korupsi lebih eksplisit lagi karena adanya kerugian yang diakibatkan dari tindakan korupsi, seperti kerugian uang negara secara materil. Oleh karnanya dapat diketahui bahwa definisi korupsi mengandung dua unsur didalamnya: Pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara. Kedua, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.
Menurut Soejono, terdapat sangat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu faktor tersebut adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khusunya dibidang ekonomi dan keuangan telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan penigkatan kesejahteraan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya pendorongan ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.[footnoteRef:3] [3:  Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),17.] 

Berbicara mengenai sanksi hukuman mati tak lepas dari .pro.dan.kontra sebab.mengingat.tujan.pemidanaan.itu sendiri yang kebanyakan setiap individu atau kelompok memiliki sudut pandang tentang hukum yang berbeda. Dalam Teori pemidanaan itu sendiri yang lazim di dalam sistem hukum Eropa kontinental yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengam teori pemidanaan yang di kenal dalam Sistem Hukum Anglo Saxon, yaitu teori retrbusi, teori inkapasitasi, teori penagkalan dan teori rehabilitas.[footnoteRef:4] [4:  Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),187.] 

Pertama adalah teori absolut, dimana teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang di rugikan atau menjadi korban. Menurut Hamdi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya dizaman modern.[footnoteRef:5] [5:  Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana  (Jakarata: Rineka Cipta, 1994),29.] 

Kedua ialah teori relatif, dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya mencegah pidana (spesial prevetion ) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevetion) dari kemugkinan melakukan kejahatan yang telah di lakukan terpidana maupun yang lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.[footnoteRef:6] [6:  E.Utrech,  Hukum Pidana I (Surabaya: Pustaka tinta mas, 1986), 185.] 

Ketiga  ialah teori gabungan, dimana teori ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana di adakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Teori ini muncul sebagai respon terhadap kritik yang di- lancarakan terhadap teori absolut dan teori relatif. Penjatuhan  pidana kepada seorang tidak hanya beroerientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.[footnoteRef:7] [7:  Mahrus Ali,  Dasar-dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 192.] 

Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah dan menghilangkan praktek korupsi di Indonesia. Namun realitasnya, korupsi tetap saja menjamur bahkan sudah dianggap sebagai bagian dari "budaya" bangsa. Bahkan di era otonomi daerah sekarang ini, korupsi sudah menyebar di berbagai daerah lokal. Langkah solusi yang ditawarkan untuk menghilangkan budaya korupsi di masyarakat salah satunya adalah dengan cara menghukum para penjahat atau pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Pemahaman hukuman seberat-beratnya yakni kemungkinan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Hanya persoalannya apakah penerapan hukuman tersebut melanggar hak asasi manusia. Hal ini lagi-lagi menjadi perdebatan internasional dan menjadikan ruang yang sangat dilematis dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada satu sisi ingin berhasil memberantas korupsi, tapi pada sisi yang lain khawatir dianggap melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, pemberian hukuman yang seberat-beratnya terhadap para pelaku korupsi bisa menjadi pertimbangan yang sangat logis di tengah kebuntuan jalan dalam memberantas penyakit tersebut, sehingga membuat para pelakunya jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi peringatan dini yang sangat serius bagi orang lain yang mungkin akan mencobanya.
Hukuman mati bagi terpidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:
Sebagaiamana yang dimaksud dalam ayat (1) di lakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”, yang dimaksud dalam bunyi Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu yang berbunyi: “ setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.- 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ).[footnoteRef:8] [8:  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto uu no.20 tahun 2001] 

Sebagaimana yang bisa dijatuhkan hukuman mati bagi terpidana korupsi berdasar Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat 2 nya harus dalam “Keadaan Tertentu” dimana yang dimaksud dalam keadaaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana  yang  diperuntukan  bagi  penanggulangan  keadaan  bahaya,  bencana alam
Sedangkan dalam perspektif Islam sendiri tidak mengenal jarimah korupsi sehingga terjadilah berbagai pandangan hukum yang berbeda dalam memberikan sanksi terhadap jarimah korupsi tersebut. Maka dari itu para fukaha sepakat permasalahan korupsi dianalogikan dengan peristiwa- peristiwa yang hampir sama substansinya dengan jarimah yang ada dalam hukum pidana Islam. dan apabila korupsi dianalogikan dengan  jarimah  yang ada dalam hukum pidana Islam maka korupsi hampir sama substansinya dengan penghianatan janji, menipu, suap, sumpah palsu,  makan harta riba. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqoroh ayat 188:
وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 
Artinya :
 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[footnoteRef:9] [9:  Departemen Agama RI., Al - Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil, 2005) , 2:188.] 

Dalam  hukum  pidana  Islam  korupsi  juga  sama  dengan gulūl dan
risywah,   yang   keduannya   dikenakan   hukuman   ta’zīr,   juga disamakan dengan jarīmah sarīqah (pencurian) yang sanksinya berupa hukuman  potong tangan.
Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia telah mengeluarkan sebuah fatwa  untuk  para  pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut fatwa tersebut, para koruptor boleh dihukum mati jika telah melakukan korupsi secara berulang-ulang. Fatwa tersebut dikeluarkan dalam sidang komisi Bahtsul Masail AL-Diniyyah Al-Waqi’iyyah di Pesantren Kempek, Minggu (16/9/2012).[footnoteRef:10] [10:  http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,39949-lang,id-c,kolomt,NU+dan+Fatwa+Hukuman+Mati+Koruptor-.phpx  Diakses tanggal 28 Maret 2021.
] 

Bertolak dari penjabaran dari dua sudut pandang diatas yakni dari sudut pandang hukum positif dan dari sudut pandang hukum pidana Islam , maka penting kiranya untuk menganalisis tentang hukuman mati bagi koruptor  di Indonesia. Disinilah penyusun merasa perlu melakukan analisis terhadap Undang-undang no 20 tahun 2001 dan dalam perspektif kacamata hukum pidana Islam tetang hukuman mati bagi koruptor.


B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi dengan Menurut UU TIPIKOR No 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi menurut sudut pandang  Fikih Jinayah ?
C. Tujuan  Kajian
	Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan kajian pada penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan tentatang penerapan hukuman mati bagi koruptor dengan menganalisis Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk memberikan penjelasan tentang padangan fikih jinayah terhadap penerapan  sanksi Hukuman mati bagi koruptor 
D. Manfaat Kajian 
1. Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dengan menganalisis tentang hukuman mati bagi koruptor dalam menggunakan dua perspektif yakni perspektif hukum positif yang dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang tindak pidana Korupsi No 20 tahun 2001 dan yang kedua menggunakan perspektif hukum Fikih jinayah yang keduanya dalam hal ini diharapkan mampu memberikan wawasan lebih lanjut serta mengembangkan teori hukum dan fatwa-fatwa dalam fikih jinayah.
2. Secara Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pemerintah dan penegak hukum di Indonesia serta bisa menjadikan acuan bagi para akademisi dan tokoh agama dalam hal penegakan hukuman mati bagi terpidana korupsi.
E. Telaah Pustaka
Berdasarkan gambaran yang telah disampaikan dalam rumusan masalah, penulis mencari berbagai informasi referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan guna dijadikan bahan perbandingan antara berbagai penelitian sebelumnya, agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian.[footnoteRef:11] Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi bagi penulis, antara lain adalah sebagai berikut: [11:  Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 209.] 

Pertama yakni Skripsi yang berjudul Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidan Korupsi dalam Keadaan Tertentu (Analisis terhadap Pasal 2 ayat (2) UU No 31 1999) hasil karya Rijalul Jihad Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi  Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019. Yang membahas tentang Bagaimana Seorang Tindak Pidana Koruptor dapat dijerat dengan hukuman mati dengan analisis Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang meliputi tentang kriteria tentang hukuman mati bagi koruptor dapat diterapkan serta menjelaskan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan hukuman tersebut kepada koruptor.  
Skripsi yang ke dua berjudul Fatwa Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspekif Fikih Jinayah, hasil karya oleh Sari Widowati mahasiswa Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang Fatwa NU mengenai Hukuman  Mati Bagi koruptor yang melakukan korupsi berulang kali atau korupsi dalam jumlah besar yang dapat merugikan keuangan Negara dengan ditinjau dari perspektif Hukum Jinayah dan beberapa fatwa ulama terdahulu .
Dari dua karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai Sanksi Hukuman Mati Bagi Koruptor menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Fikih Jinayah dimana kelebihab dalam penelitian ini menganalisis sanksi hukuman mati dari dua perspektif yang berbeda yakni menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.


F. Metodologi Kajian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
a. Pendekatan 
Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan Library research, yang memiliki karakteristik normatif-Yuridis. Normatif berarti mendekati permasalahan yang ada berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 
Pendekatan juga akan lebih diarahkan kepada pendekatan normatif-yuridis dalam ruang lingkup fikih jinayah, dimana juga akan menekankan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam baik yang tekstual maupun kontekstual untuk mengkaji obyek penelitian.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakakukan dengan cara menggali data dan informasi dari teori dan pendapat para ahli, baik itu dari kalangan para ahli pakar hukum positif atau para ahli hukum fikih jinayah terutama khusunya pendepat ulama’-ulama’ kontemporer serta penelitian ini mengkaji secara khusus  undang-undang yang berhubungan dengan undang – undang no 20 tahun 2001 tentanh hukuman mati bagi koruptor.
b. Jenis Penelitian
Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut akan timbul beberapa macam teknik yang digunakan, sehingga yang dimaksudkan akan dapat diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:
1) Statute aproach ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.[footnoteRef:12] [12:  Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007),  302.] 

2) Library research (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku- buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Setidaknya ada empat ciri utama penelitian kepustakaan (Library research) perlu diperhatikan oleh peneliti, dan keempat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian.
Ciri pertama adalah bahwa penelitian berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan buku dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda lainnya.
Ciri kedua  adalah data pustaka bersifat siap pakai artinya penelitian tidak pergi kemana-mana kecuali hanya  berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia diperpustakaan.
Ciri ketiga adalah data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam artian bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan.
Ciri keempat  kondisi data pustakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statik (tetap). Artinya kapanpun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia merupakan sebuah data “mati” yang tersimjpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar dan rekaman, tape, atau film).[footnoteRef:13] [13:  Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), 3.] 

Alasan penulis menggunakan metode penelitian pustaka setidaknya ada tiga alasan : Pertama, karena persoalan penelitian tesebut lebih relevan untuk dijawab dengan penelitian pustaka dan sebaliknya tidak relevan jika menggunakan penelitian lapangan. Kedua, setudi pustaka sebagai landasan dasar untuk mengkaji secara intens kajian yang berupa undang-undang hukum positif yang ditinjau dari dua aspek yakni aspek teoristis dan aspek yudikatif. Ketiga, data pustaka dinilai lebih objektif dan handal terhadap objek penelitian ini.
Penelitian ini akan menampilkan argumentasi dari dua sisi perspektif yang berbeda tentang kajian hukuman mati bagi koruptor yakni perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam. Yang mana dalam perspektif hukum positif terdiri dari aspek yakni pendapat para ahli dan Undang-undag tindak pidana korupsi, sedangkan dalam perspektif hukum islam dalam bab fikih jinayah terdiri dari pendapat para Ulama’ kontemporer, pendapat Bahtsu Masail yang telah terkodifikasi, kajian nash Al-Qur’an, hadist. Namun dalam hal ini mesikpun menggunakan dua sisi perspektif yang berbeda penulis lebih berfokus pada ruang lingkup terhadap kajian hukuman mati bagi koruptor yang terdapat pada Undang-undang no. 20 tahun 2001 yang akan dikaji secara kritis dan mendalam dari dua perspektif di atas.
2. Sumber Data
Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam sebuah penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baku ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan .[footnoteRef:14] Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Data sekunder hanyalah merupakan data tambahan yang berfungsi sebagai pendukung data primer. [14:  Sarjono Suekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta : PT Raja Grafindo Per Persada, 2006), 29.] 

a. Bahan hukum primer yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemeberantasan tindak pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2),  Komisi Bahstu Masail Ad-diniyah Al-Waqiiyah Munas dan Konbes NU 2012 halaman  62 serta bahan hukum terkait seperti yurisprudensi.
b. Bahan  hukum  skunder, yang memberi penjelasan hukum primer seperti, karya tulis dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum dan Ulama’ baik dalam hukum positif maupun hukum fikih jinayah yang dalam hal ini yakni buku Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Internasional, Asas Teori Hukum Pidana, dan Jihad Nahlotul Ulama’ Melawan Korupsi.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring data sesuai dengan lingkup penelitian.[footnoteRef:15] Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. [15:  V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta :Pustaka Baru Press,2020), 75.] 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur. Metode ini bergerak dengan mengambil  dan  menyusuri karya-karya berupa literatur primer maupun sekunder yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti dari sumber yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi data-data yang sesuai dengan masalah pokok yang diteliti. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan datanya, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan casra mengumpulkan buku-buku, undang-undang, jurnal dan hasil penelitian lainnya, guna mendapatkan data atau litetatur yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti yaitu tindak pidana korupsi yakni analis Undang-undang No 20 tahun 2001 dan fatwa Ulama’ tentang hukuman mati dalam fikih jinayah.
4. Analisis Data
Analisis data adalah 	cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengelola data tersebut untuk mejawab rumusan masalah. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan cara kerja dengan mengumpulkan data secara sistmatis dan konsisten, kemudian menganalisis, menyeleksi, dan menarasikan untuk diambil kesimpulan.[footnoteRef:16] [16:  Ibid., 34.] 

Menurut Mujiarahadjo analisi data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkatagorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktifitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis.
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, analisis data dalam kajian pustaka biasanya sangat sulit karena tidak ada pedoman baku,  tidak beroprasi secara linier dan tidak ada aturan-aturan secara sistematis. Menurut miles (1944) dan faisal 2003 analisis data yang dilakukan selaman penelitian berlangsung, secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data.[footnoteRef:17] [17:  Ibid., 103.] 

Langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah dengan mengkaji lebih dalam terlebih dahulu terhadap Undang-undang nomer 20 tahun 2001 tetang hukuman mati bagi koruptor kemudian mencari data pendukung untuk menemukan dua argumen perspektif yang berbeda tentang hukuman mati bagi koruptor khususnya dalam menyikapi Undang-undang nomer 20 tahun 2001 sebagai dasar hukum yang sah adanya hukuman mati bagi koruptor di negara Indonesia.
Adapun dalam prosedur content analisis ini, penulis melakukannya dalam 5 Tahap :
a. Menentukan Tujuan Analisis
Dalam hal ini penulis mengidenfikasi tujuan analisisnya dengan mengdeskripsikan terlebih dahulu permasalahan yang ada
b. Mengumpulkan Data
Penulis membaca, mengkaji, dan mencatat data-data yang diambil dari berbagai sumber yang ada.
c. Mengindefikasi Bukti-bukti Kontekstual
Dalam hal ini, penulis mulai mencari hubungan antara data yang ada dengan realitas yang sedang penulis teliti.
d. Mereduksi Data
Penulis mulai melakukan, “sortir” terhadap data yang telah penulis kumpulkan, mana yang digunakan (exclude)
e. Menyusun Data
Disini Penulis melakukan penyusunan data yang telah terkumpul dengan tujuan agar bisa dijadikan bahan kajian yang lebih sistematis.
G. Sistematika Pembahasan
Bab Pertama	: Pendahuluan berisi bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab Kedua	: Landasan teoritik dan atau telaah pustaka pertama berisi landasan teori tentang pengertian pidana mati secara umum dan dalam perspektif Islam serta sejarah dan tujuan pidana mati dari perspektif hukum positif dan fikih jinayah .
Bab Ketiga	: membahas tentang pengertian tindak pidana korupsi menurut para ahli hukum maupun dalam perspektif fikih jinayah, serta analisis sanksi hukuman mati bagi koruptor dalam undang-undang no 20 tahun 2000 dan analisis menggunakan fikih jinayah, serta kendala penerapan penjatuhan hukuman mati.
Bab Keempat	: Analisis Kajian Pustaka
Bab Kelima	: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
PIDANA MATI MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH

A. Pengertian Pidana Mati Menurut Hukum Positif
Pidana mati berasal dari dua suku kata, pidana dan mati. Pidana berasal kata straf (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Hukum Pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan menurut Sudarsono,  pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.[footnoteRef:18]  [18:          https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana#cite_note-1 diakses pada tanggal 6 januari 2021,21:49] 

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).[footnoteRef:19] [19:  http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/pengertian-pidana.html diakses pada tanggal 26 Agustus 2021] 

Pengertian pidana menurut beberapa para ahli, yaitu: 
1. Prof. Sudarto 
Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Fitzgerald 
Pidana adalah penderitaan yang diperoleh dari yang berwenang untuk suatu pelanggaran.
3. Prof. Roeslan Saleh 
Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
Dalam kamus hukum dikatakan, bahwa pidana mati adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi nyawanya.[footnoteRef:20] Menurut Rein G. Karta Soeparta, S. H, mengatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang benar-benar harus dijalankan sampai penerima hukuman itu benar-benar mati, dalam hal ini sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan kepada penerima hukuman itu biasanya diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan atau keinginannya yang terakhir dan biasanya pula jauh sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan, kepadanya diberi kesempatan untuk memohon ampun/pengajuan grasi kepada negara.[footnoteRef:21] [20:  Subekti dan Tjirosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramida, 1973), 53.]  [21:  Kein G. Kartasapoerta, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988),6.] 

Sedangkan Pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati sudah tidak sesuai lagi dengan perikemanusiaan, namun di Indonesia sampai saat ini masih di pertahankan eksistensinya walapun di Negeri Belanda yang KUHPnya diadopsi di Indonesia telah menghapus hukuman mati. Pidana mati tercantum dalam Pasal 10 KUHP, diharapkan penerapannya lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan terkendali. Jadi dimasukkan juga untuk melindungi individu atau warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari keluarga korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur di dalam undang-undang.[footnoteRef:22] [22:  Tina Asmarwati,  Hukuman Mati Dan Permasalahannya Di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 3.] 

Selanjutnya Pelaksanaan Pinda Mati di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Menurut KUHP
Hukuman pidana yang tertera pada pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda termasuk dalam pidana pokok. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP, antara lain :
a. Makar dengan membunuh kepala negara. Pasal 104 menyebutkan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
b. Mengajak/ menghasut negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2).
c. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3).
d. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3).
e. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340).
f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4).
g. Pembajakan di laut, di tepi laut, di tepi pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati (Pasal 444).
h. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara para buruh terhadap perusahaan pertahanan negara pada waktu perang (Pasal 124 bis).
i. Pada waktu perang melakukan penipuan dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang (Pasal 124 bis).
j. Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 386 ayat 2).
Pasal-pasal dalam KUHP tentang ancaman pidana mati menyitir pendapat para pakar terdahulu, yaitu Andi Hamzah, Indriyanto Seno Adji, Rudy Satriyo, Daud Rasyid, dan Adi Suyatno. Sejumlah pakar tersebut menilai ketentuan yang diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), khususnya pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), perlu diberi perhatian besar karena tidak menutup kemungkinan ancaman pidana matinya terlalu tinggi apabila di analisis dari sisi kekuatatan hukum pidana.[footnoteRef:23] Dasar pertimbangannya adalah: [23:  Rudy Satriyo Mukantardjo, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang RPP Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2004), 47-48.] 

a. Tindakan makar dipandang telah terjadi (selesai atau sempurna) selagi ancaman pidana masih dalam kondisi diperingan 1/3, namun dalam pasal 104 KUHP justru menjadi pidana mati.
b. Pemufakatan sanksi tindak pidana dalam pasal 104 adalah pidana mati, padahal pemufakatan merupakan tindakan yang masih sangat jauh dari permulaan pelaksanaan, namun pidananya sama dengan apabila telah masuk dalam tahap permulaan pelaksanaan.
c. Menyediakan atau memudahkan konstruksi hukum pidana juga termasuk dalam persoalan penyertaan (deelneming) pada bagian pembantuan. Pemidanaan untuk peran tersebut justru diperingan 1/3, sedangkan tindak pidana yang diatur dalam pasal 104 pidananya sama dengan perbuatan pelakunya.
d. Terakhir, presiden tentu layak mendapat perlakuan lebih dibandingkan rakyat biasa. Oleh karena itu, pasal 104 dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP bisa saja menjadi perangkat hukum yang diorientasikan untuk kepentingan pihak yang sedang memegang kekuasaan (pemerintah), bukan kepentingan umum. Artinya, tindak pidana tampaknya lebih ditujukan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik pihak yang sedang berkuasa sebagai upaya mempertahankan kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan penegakkan hukum menjadi penghalang kehidupan demokrasi suatu negara.[footnoteRef:24] [24:  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Tim Pakar Hukum Pidana (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), 9.] 

2. Di Luar KUHP
Selain dalam KUHP, masih ada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, yaitu peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya: 
a. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api yang diundangkan pada 4 September 1951 pasal 1 ayat 1. Bunyinya: “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.
b. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelakasanaan perlengkapan sandang pangan dalam pasal 2. Penpres ini diundangkan pada 27 Juli 1959 dalam Lembaran Negara 1959 No. 80.
c. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Diundangkan pada 16 November 1959 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No. 130.
d. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang- undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Diundangkan pada 27 April 1976 dalam Lembaran Negara Tahun 1976 No. 26.
e. Penpres RI No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer.
f. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ancaman pidana dalam tindak pidana psikotropika diatur dalam BAB XIV tentang ketentuan pidana, pasal 59 sampai pasal 72 UU No. 5 Tahun 1997. 
Pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang terdakwa, berdasarkan ketentuan umum KUHP adalah satu pidana pokok dan satu pidana tambahan. Dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 ketentuan tersebut disimpangi karena dapat dijatuhkan dua pidana pokok sekaligus. Penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Lamanya pidana penjara juga diatur dalam KUHP, yaitu seumur hidup atau sementara. Dalam pidana sementara, pidana penjara lamanya minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun. Sementara dalam UU No. 5 Tahun 1997, juga diatur minimal dan maksimal lamanya pidana sementara yang bisa dijatuhkan hakim. Demikian pula dengan minimal pidana dendanya.[footnoteRef:25] [25:  Tegus Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 75.] 

Terlepas dari permasalahan-permasalahannya, semua undang-undang yang telah dibuat oleh dan untuk bangsa Indonesia yang diwakili pemerintah dan DPR serta diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sendiri tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran hukum atau perasaaan keadilan masyarakat masih menghendaki eksistenti hukuman mati khususnya dibidang tindak pidana korupsi seharusnya bisa terealisasi sebab dasar hukumnya jelas dalam UU TIPIKOR. Tidak ada alasan bagi mereka yang antihukum mati untuk mengatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai lagi diterapkan diera demokrasi saat ini. Eksistensi hukuman mati dalam KUHP produk nasional dapat dipertanggungjawabkan bila ditinjau dari sisi penyusun dan yang menetapkannya.
B. Pidana Mati Menurut Fikih Jinayah.
Pada tatar pidana Islam, maka akan ditemukan beberapa jarimah yang bisa dilakukan hukuman mati jika jariamah tersebut dilakukan, antara lain:
1. Jarimah Pembunuhan yang Disenngaja (Qatlul’amdi) 
Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja  yaitu pembunuhan yang padanya terdapat unsur kesegajaan dalam berbuat, maksudnya adalah pebuatan yang dilakukan seseorang akibat yang diharabkannya memang untuk menghilangnya nyawa seseorang. Contohnya, ketika A memukul si B dengan kayu, ketika itu akibab yang diharapkan oleh A adalah memang untuk menghilangkan nyawa si B. , Kemudian pembunuhan itu adalah unsur kesegajaan dalam sasaran, maksudnya adalah, bahwa dalam melakukan pembunuhan, seseorang tersebut telah menentukan secara pasti orang yang akan dibunuhnya. Contohnya, bahwa si A telah menentukan bahwa si B merupakan orang yang akan dibunuhnya bukan si C.
Dalam pembunuhan sengaja juga ada unsur kesengajaan dalam alat yang digunakan, maksudnya adalah bahwa dalam memilih alat untuk melakukan perbuatannya, seseorang memang telah memili alat yang bisa menghilangkan nyawa orang lain, seperti sengaja membunuh orang tertentu dengan menggunakan sejata api sampai mati. Menurut Imam Abu Hanifah, alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja adalah alat yang biasanya mengakibatkan kematian dan disediakan sebangai alat pembunuhan, yaitu alat yang dapat digunakan untuk melukai atau memukul atau memukul sehinga menyebatkan luka, minsalnya tombak, pedang atau sebangainya. [footnoteRef:26] [26:  A. djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grapindo, 2000), 129.] 

Mengenai ancaman hukuman terhadap pembunuhan sengaja ada dua bentuk hukuman:
a. Hukuman Pokok
Hukuman pokok terhadap pembunuhan sengaja adalah qisas atau balasan setimpal. Karena pembunuhan ini mengakibatkan kamatian, maka balasan yang setimpal adalah kematian, atau hukuman mati dengan cara yang dilakukan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 178 :
يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢبِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗفَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya : 
“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”[footnoteRef:27] [27:  Departemen Agama RI., Al - Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil, 2005) , 2:178.] 


b. Hukum Pengganti
Hukuman penggati dilaksanakan bila hukuman pokok yaitu qisas tidak dapat dilaksankan, baik tidak terpenuhui syarat pelaksaan qisas atau pelaksaan qisas gugur karena telah mendapatkan maaf dari kerabat yang terbunuh. Hukuman pengganti dalam hal ini adalah diyat yaitu denda darah dalam bentuk penyerahan seratus ekor unta kepada kerabat yang terbunuh. [footnoteRef:28] [28:  Ibid.,141.] 

2. Jarimah Zina Bagi Laki-Laki Yang Berstatus Duda Dan Wanita Yang Bersatatus Janda (Muhshan)
Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pegertian istilah adalah: hubungan kelamin antara laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha, (ahli hukum Islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukan zakar (kelamin pria) kedalam pagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat
Perzina tersebut dilarang secara tegas dan keras oleh Islam.ketegasan tentang perzinahan ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ ayat 32:
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا  . 
Artinya :
“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”[footnoteRef:29] [29:  Departemen Agama RI., Al - Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil, 2005) , 17:32.] 

3. Jarimah Perampokan (hirabah) 
Hirabah adalah mengangkat senjata dan membegal di luar kota muharih adalah seorang muslim atau seorang mu’ahid (non-muslim yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin) tanpa alasan yang hak, tidak dengan ridha, dan mengambil dengan cara menggagahi pemiliknya disuatu tempat secara terang-terangan. 
Para ulama sepakat bahwa syarat seseorang dapat disebut muharib adalah membawah senjata, baik berupa batu, kayu, maupun besi atau apa saja yang dapat disebut senjata dan dapat dipergunakan untuk berkelahi, kalau tidak bersenjata berarti dia bukan muharib Adapun yang menjadi dasar hukuman nirabah ini adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah Ayat 33 :
اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِۗ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ
Artinya :
“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”[footnoteRef:30] [30:  Departemen Agama RI., Al - Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil, 2005) , 5:33.] 

Atas dasar ini para ulama mensyaratkan pada seorang perampok harus punyai kekuatan fisik untuk memeksa, bahwa imam hanifah dan imam ahmat mensyaratkan seorang perampok harus membawah senjata tajam, sedangkan menurut imam Syafi’i yang penting seorang perampok harus mempunyai kekuatan fisik untuk memaksa, apabilah perampok terdiri dari segelombolan manusia, maka seluruh dianggap sebangai perampok selama masing-masing melaksakan perbuatan langsung. 
Sanksi bagi perampok Menurut Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berbeda dengan perbuatannya. Bila hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya membunuh dan tidak mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.[footnoteRef:31] [31:  Sa’di Abu Habieh, Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997),130.] 

4. Jarimah pemberontakan (al-Baghyu) 
Menurut bahasa al baghyu adalah memilih yaitu mencari atau menuntut sesuatu. Selain itu, kata la Baghyu menurut ‘uruf adalah minta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak. Tiada kesepakatan di kalangan ulama tentang defenisi al baghyu, ulama Hanifah, mengartikan sebangai sebangai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. 
Ulama Syafi’iyah: “pemberontak adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memilih kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin. Faktor penyebab perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat dan bukan perbedaan dalam unsur yang prinsip.
Pembahasan tentang pemerontakan ini berkaitan dengan masalah ulil amri yaitu orang atau kekuasaan yang mengurus kepentingan umat Islam (birokarasi), baik yang berkenaan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat, baik menggunakan nama imam, khalifah, presiden atau nama lainnya. Kepatuhan kepada ulil amri tersebut selalu dituntut selama ulil amri itu tidak membawa umat kepada hal-hal yang menyalahi hukum Allah, dalam artian bila ulil amri itu sudah zhalim dan menyuruh umat berbuat mungkar dan menyalahi perintah Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mematuhinya. Umat Islam yang tidak mematuhi perintah ulil amri yang sah dan adil berati telah menyalahi perintah Allah, oleh karena itu mereka disebut durhaka dan pantas menerima celaan dari Allah bila kedurhakaan itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan kekuaatan bersenjata yang terorganisir dengan pimpinan yang dipatuhi, perbuatan tersebut sudah termasuk dalam kategori pemberontakan atau bughot dan hal tersebut diancam dengan hukuman mati.[footnoteRef:32] [32:  A. djazul, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 106.] 

5. Jarimah Murtad (Riddah)
Riddah secara harfiah berati kembali. riddah dalam Islam adalah kembali seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan. Dari pengertian tersebut anak-anak yang menyatakan memilih agama selain agama Islam tidak termasud murtad, begitupula bagi orang gila. Atau orang yang telah terpaksa harus meninggalkan agama Islam lantaran diancam dengan ancaman yang membahayakan dirinya atau keluarganya seperti ancaman penyiksaan ataupun pembunuhan maka hal itu  juga tidak dapat dipandang sebagai murtad.
Adapun ancaman hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati dan hal tersebut disepakati oleh mayoritas ulama’ fikih yang terdapat dalam kajian fikih jinayah, hal tersebut juga dikuatkan dengan hadits Ikrimah, bahwasanya ia berkata :
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
Artinya : “Beberapa orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali ra, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas, sehingga ia berkata : Kalau aku, tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah saw yang bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, " dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah saw : "Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah!" ( HR Bukhari )[footnoteRef:33]. [33:  HR. Bukhari: 2843, Shahih Bukhari, Al-Maktabah Asy-Syamilah,  juz 10, 298.] 













BAB III
HUKUMAN MATI PAGI KORUPTOR MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DAN FIKIH JINAYAH

A. Pengertian Pidana Korupsi
1. Perspektif Hukum Positif
Istilah “korupsi” dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. 
Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin coruptio atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu diberbagai negara, dipakai juga untuk menunjukan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Arti harfiah dari kata itu ialah tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.[footnoteRef:34] [34:  Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permaslahannya, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), 80.] 

Perbuatan korupsi dari segi bentuknya dapat dibagi sebagai berikut: pertama, yang lebih banyak menyangkut penyelewengan di bidang materi (uang) yang dikategorikan korupsi materi. Kedua, berupa perbuatan memanipulasikan pungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, dan/atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih. Ketiga, yang memanipulasikan ilmu pengetahuan. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya telah cukup lama, yaitu sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku sebagai kodifikasi atau unifikasi di Indonesia. Dalam keadaan mendesak dan perlu diaturnya tindak pidana korupsi ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Terjadinnya perkembangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara dan pengusaha, Undang-Undang tersebut dirasa tidak sesuai lagi sehingga ditetapkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dan diganti menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 33 perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[footnoteRef:35] [35:  Ibid., 8-10.] 

Tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana tidak murni. Tindak pidana murni dalam perumusannya memuat norma dan sanksi sekaligus. Adapun tindak pidana tidak murni dalam perumusannya hanya memuat sanksi saja, sedangkan normanya terdapat dalam KUHP. Sendagkan unsur - unsur tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu :
a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. 
c. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain.
d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan negara.
e. Memberi atau menjanjikan sesuatau kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
f.  Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadannya untuk diadili. 
h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
i.  Adannya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinnya perbuatan curang tersebut.
j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara dengan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut.
k. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut 40 pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.[footnoteRef:36] [36:  Ibid., 12-15.] 

Sedangkan Berdasarkan berbagai pola dan bentuk korupsi, sedikitnya terdapat tujuh macam bentuk korupsi:
a. Korupsi transaksional, yaitu korupsi yang melibatkan dua pihak. Keduanya sama-sama mendapat keuntungan dan karenanya sama-sama mengupayakan secara aktif terjadinya korupsi. 
b. Korupsi yang bersifat memeras, yaitu apabila pihak pertama harus melakukan penyuapan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dari pihak kedua itu. 
c. Korupsi yang bersifat ontogenik, yaitu hanya melibatkan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang anggota parlemen mendukung golnya sebuah rancangan undang-undang, semata karena undangundang tersebut membawa keuntungan baginya. 
d.  Korupsi defensif, yaitu ketika seseorang menawarkan uang suap untuk membela dirinya. 
e. Korupsi yang bersifat investasi, misalnya, memberikan pela yanan barang atau jasa dengan sebaik-baiknya agar nanti mendapat “uang terima kasih” atas pelayanan yang baik tersebut. 
f. Korupsi yang bersifat nepotismme yaitu penunjukkan “orang-orang saya” untuk jabatan-jabatan umum kemasyarakatan, atau bahwa “keluarga” sendiri mendapat perlakuan khusus dalam banyak hal. 
g. Korupsi suportif, yaitu korupsi yang tidak secara langsung melibatkan uang, jasa, atau pemberian apapun. Misalnya, membiarkan berjalannya sebuah tindakan korupsi dan bersikap masa bodoh terhadap lingkungan dan situasi yang korup. 
Hari ini, masalah korupsi sudah menjadi masalah internasiaonal yang dipandang sangat serius dan membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kondisi ini melibatkan seluruh Negara dan bangsa di dunia yang menyatakan perang terhadap korupsi.[footnoteRef:37] [37:  Amelia, “Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Juris, 1 (Juni, 2010), 64-65.] 

2. Perspektif Hukum Islam
Dalam hukum Islam Klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang istilah pidana korupsi. Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karna system administrasi belum dikembangkan. Korupsi atau dalam istilah hukum pidana Islam dinamakan al-ghulul serupa dengan kata khaana, uraiannya: gaalun = khaana qa huna ma ya’ khuzul ganiimata khafyata qabeala qassamatha Artinya mengambil sesuatu dari ghanimah lantaran takut tidak mendapat bagian setelah ghanimah itu dibagi. 
Di dalam Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam Al-Qur’an maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur’an dan hadist tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal, sehingga di dalam al – qur’an dan hadits belum terlalu dijelaskan tentang korupsi. Namun, disisi lain para ulama bersepakat bahwa korupsi dipersamakan dengan penyuapan atau pencurian karna barang atau harta yang diambil adalah milik org lain atau milik Negara secara bathil sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap kemaslahatan ummat.
Menurut M. Cholil Nafis, dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan, yaitu: Pertama, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menghilangkan keadilan. Kedua, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan. Ketiga, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus. Berdasarkan hal tersebut, maka korupsi telah bertentangan dengan tujuan syariah (maqasid asy-syari’ah), yaitu melindungi jiwa (hifz an-nafs), melindungi harta (hifz al-mal) dan melindungi keturunan (hifz an-nasl). Korupsi juga melanggar perlindungan terhadap akal (hifz al-‘aql) dan penodaan terhadap agama (hifz al- din).
Tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dimasukan dalam klasifikasi jarimah. Secara sederhana jarimah merupakan larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Dalam hal ini, suatu perbuatan dianggap delik jarimah bila memenuhi unsur-unsur umum jarimah, yaitu:
a. Unsur formil, yakni adanya undang-undang atau nas. 
b. Unsur materiil yakni sifat melawan hukum.
c. Unsur moril yakni pelakunya mukalaf.
Adapun jarimah dalam Islam dilihat dari kadar hukumannya diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:
a. Jarimah Hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman Had (hak Allah).
b. Jarimah Qiyas Diyat  yakni  perbuatan  yang  diancam dengan  hukuman  qisas> dan  diyat.
c. Jarimah Ta’zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir yaitu hukuman selain had dan qisas ta’zir.[footnoteRef:38] [38:  Makhrus Munajat,  Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), 10-11.] 

Korupsi sendiri dikategorikan dalam kejahatan maliyah, yang memiliki tiga unsur; 1) adanya tasharruf, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi; 2) adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan; 3) adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.
Islam mengistilahkan korupsi dalam beberapa etimologi sesuai jenis atau bentuk korupsi yang dilakukan, diantaranya:
a. Al-Ghulȗl (Penggelapan)
Ghulul (Penggelapan) Seara etimologis, kata ghulul berasal dari kata kerja (یغلل غلل), yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi ghulul secara terminologis diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal,harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis,harta negara,dan lain-lain. Berkaitan dengan Ghulul. Allah swt berfirman dalam QS Al-Imran/ 3: 161

اُولٰۤىِٕكَ جَزَاۤؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَۗ 
Artinya : 
"Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan (itulah) sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal."[footnoteRef:39] [39:  Departemen Agama RI., Al - Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil, 2005) , 3:161.] 


b. Riswah (Gratifikasi/Penyuapan)
Risywah berasal dari bahasa Arab (یرشو رشا ) yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap .Secara terminologi, risywah adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. 
Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa bentuk risywah yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam Majmu’ Fatwa-nya mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum perbuatan risywah adalah haram, khususnya risywah yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang benar.
c. Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)
Ghasab berasal dari kata kerja (غصبا یغصب غصب) yang berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Secara istilahi, ghasab dapat diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan .
Menurut Dr.Nurul irfan, MA, ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan dengan cara terang-terangan. Karena ada unsur terang-terangan, maka ghasab berbeda dengan pencurian dimana salah satu unsurnya adalah pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi. Para ulama sepakat bahwa ghasab merupakan perbuatan yang terlarang dan diharamkan. Dalil Al-qur’an yang melarang perbuatan tersebut ada dalam QS An-Nisa/ 4 :29
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
Artinya :
 "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[footnoteRef:40] [40:  Departemen Agama RI., Al - Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil, 2005) , 4:29.] 


Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang memakan harta antara satu orang dengan orang lain secara batil, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ghasab karena di dalamnya terdapat unsur merugikan pihak lain. Dalam hadits mengatakan :
ٰ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَبْدُ الَّرحْمَنِ جَدِّي حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ ٓ
Artinya : 
"Telah menceritakan kepada kami (Affan) telah menceritakan kepada kami (Abdul Wahid bin Ziyad) Telah menceritakan kepada kami (Abu Ya'fur Abdurrahman) kakekku, Telah menceritakan kepada kami (Abu Tsabit) ia berkata, aku mendengar (Ya'la bin Murrah Ats Tsaqafi) berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengambil tanah orang lain dengan tidak benar, maka di padang mahsyar akan dibebankan padanya untuk memikul tanahnya tersebut."[footnoteRef:41] [41:  HR. Imam Ahmad (Musnad Ahmad , Juz 4, Nomor Hadist: 173), Ash Shihah no.242.] 


Hadits ini memperjelas bahwa Allah swt. Sangat melarang perbuatan ghasab, karna hal ini jelas sangat merugikan orang lain.
d. Khianat (Penghianatan)
Kata khianat berasal dari bahasa Arab (یخون خان )yang artinya sikap ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Bentuk isim, dari kata kerja (یخون- خان )adalah (خائن ), yang definisinya dikemukakan oleh Al Syaukani yaitu seseorang yang diberi keperayaan untuk merawat/mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan kha’in mengaku jika barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya. 
Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim. Mayoritas ulama Syafi’iyyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. 
Dalam konteks ini, `illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Sanksi hukum jarimah ini tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas dalam dalil-dalil manapun, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukuman ta’zir.
e. Sariqah (Mencuri)
Mencuri adalah mengambil harta hak milik orang lain dengan cara yang sembunyi – sembunyi (tidak terang – terangan) terhadap harta yang seharusnya dijaga baik, sementara harta itu tersimpan di tempat yang seharusnya. Jadi, ciri utama pencurian adalah caranya yang tidak terang – terangan, barangnya tersimpan rapi, dan ditempat yang dipandang aman oleh pemiliknya, serta barang yang sebaiknya dijaga oleh pencuri.
Menurut ibnu Arafah “pencuri” menurut orang arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil isinya Dengan demikian, mencuri mengandung 3 unsur, yaitu : 
a) Mengambil milik orang lain; 
b) Mengambilnya secara sembunyi – sembunyi; 
c) Milik orang lain ada ditempat penyimpanan; 
Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada tempat penyimpanannya, pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Seperti yang dikatakan QS Al-Maidah/5: 38. 
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ
Artinya : 
"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."[footnoteRef:42] [42:  A Departemen Agama RI., Al - Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil, 2005) , 5 :38.] 


f. Hiraabah (Perampokan)
Hirabah adalah gerombolan pembunuh, pelaku sindikat penculik anak–anak kecil, sindikat penjahat untuk menggarong rumah-rumah dan bank, sindikat penculik perempuan untuk dijadikan pelacur, sindikat penculikan pejabat untuk dibunuh agar terjadi fitnah dan kegoncangan stabilitas keamanan, serta sindikat perusak tanaman dan peternakan. Kata hirabah berasal dari kata Harb artinya perang. Bagi sindikat yang keluar dari peraturan disebut orang yang menyerang masyarakat pada satu sisi dan menyerang ajaran Islam yang datang untuk memberi keamanan dan keselamatan masyarakat pada sisi lain. Hirabah termasuk dosa besar. Karena itu, Al-Qur’an memutlakkan orang yang melakukan hirabah sebagai orang menyerang Allah swt., Rasul-Nya, dan orang-orang yang beusaha membuat kerusakan diatas bumi. Allah swt.

Selain istilah-istilah yang telah disebutkan di atas juga terdapat istilah lain yang mempunyai unsur kesamaan dengan korupsi karena juga termasuk sebagai suatu tindakan pemindahan hak secara melawan hukum yaitu: intihab (merampas atau menjambret) dan ikhtilas (mencopet atau mengutil). Kedua bentuk kejahatan ini diantara perbuatan khianat tetapi berbeda dengan mencuri, dan tidak dikenai hukuman potong tangan, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tarmizi dan Nasai :
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ بَصْرِيٌّ أَخُو عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَسْمَلِيِّ كَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ 
Artinya :
Telah menceritakan kepada kami (Ali bin Khasyram), telah menceritakan kepada kami (Isa bin Yunus) dari (Ibnu Juraij) dari (Abu Az Zubair) dari (Jabir) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada potong tangan terhadap pengkhianat, perampas dan penipuan." Abu Isa berkata; Hadis ini hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dan (Mughirah bin Muslim) telah meriwayatkannya dari (Abu Az Zubair) dari (Jabir) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti Hadis Ibnu Juraij. Mughirah bin Muslim adalah Bashri saudara Abdul Aziz Al Qasmali, seperti inilah yang dikatakan oleh Ali bin Al Madini.[footnoteRef:43] [43:  At tirmizi: 1368, Jami’ attirmidzi, 298.] 


Jika mengacu kepada beberapa istilah korupsi dalam pandangan Syara’ makna yang lebih tepat dari korupsi adalah ghulul. Meskipun makna ghulul pada awalnya terkait dengan pengkhianatan pada harta ghanimah, namun pada perkembangan bahasa selanjutnya ghulul juga dipakai untuk semua bentuk kecurangan seperti yang terdapat dalam perilaku korupsi. Antara ghulul pada penggelapan ghanimah dengan ghulul pada bentuk yang kedua (korupsi) dapat bertemu pada dua poin, yaitu: 
a. Kedua bentuk ghulul tersebut merupakan manifestasi dari tindakan khianat pada pekerjaan atau sesuatu yang telah diamanahkan. 
b. Keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain. Yang dirugikan bisa jadi satu orang, masyarakat umum, ataupun Negara. Korupsi itu bisa berbentuk penggelapan uang/harta ataupun menerima hadiah yang tidak pantas baginya.
Karena itu mengacu pada unsur-unsur tindak korupsi sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, maka ghulul memenuhi semua unsur korupsi karena: 
a. Ghulul terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri. 
b. Ghulul merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena ghanimah dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak Negara. 
c. Ghulul terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang. 
d. Ghulul merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.
Adapun Sariqah mempunyai banyak kemiripan dengan korupsi walaupun juga ada beberapa sisi yang membedakannya. Di antaranya adalah :  Pertama, Mencuri (sariqah) dan korupsi sama-sama merupakan perbuatan mengambil milik orang lain secara tidak sah sebab Kedua, Mencuri adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, sementara perbuatan korupsi pada dasarnya juga suatu kejahatan yang juga disembunyikan oleh pelakunya dan pelaku korupsi tidak ingin perbuatannya diketahui oleh orang lain. 
Seorang pencuri mengambil harta orang lain yang berada di tempat penyimpanan. Seorang pelaku korupsi pada dasarnya juga telah mengambil sesuatu yang bukan haknya di tempat penyimpanannya hanya saja bentuk penyimpanan barang yang dicuri oleh koruptor tidak konkrit sebagaimana tempat penyimpanan barang yang dilakukan oleh si pencuri seperti uang yang tersimpan dalam lemari. Seorang koruptor telah mengambil harta di tempat penyimpanan yang abstrak yaitu "amanah" yang telah dipercayakan kepadanya. Seorang koruptor telah merusak amanah itu dengan cara mengambil harta yang terdapat dalam amanah yang harusnya dijaga dengan baik. Berdasarkan beberapa kesamaan yang terdapat antara pencurian dengan korupsi. korupsi dapat disebut juga dengan istilah sariqah khafi yaitu “pencurian tersembunyi”, karena tidak persis sama dengan definisi pencurian yang dikenal dalam kitab fiqh. 
Bagi pelaku korupsi tidak dijatuhi hukuman potong tangan sebagaimana hukuman bagi pencuri karena terdapat syubhat untuk melaksanakannya, sementara hukuman hadd tidak bisa dilaksanakan pada kasus yang tidak memenuhi syarat dan syubhat. Dari itu hukuman yang pantas bagi bagi pelaku korupsi adalah berupa ta’zir. Meskipun begitu tidak selamanya berarti hukuman ta’zir untuk pelaku korupsi lebih ringan dari hadd pencurian. Sepenuhnya ini menjadi kebijakan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang pantas, bahkan bisa jadi hukuman ta'zir lebih berat seperti hukuman mati karena kejahatan korupsi yang dilakukan telah membawa kerugian banyak pihak.[footnoteRef:44] [44:  Amelia, “Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Juris, 1 (Juni, 2010), 19-20.] 

B. Sanksi Pidana Mati Bagi Koruptor  Menurut Undang-undang No 20 tahun 2001
Pidana mati tidak terdapat dalam pidana pokok melainkan ditentukan dalam Pasal-Pasal tersendiri untuk menunjukan jenis pidana mati benar-benar khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Pidana mati merupakan pidana terberat yang harus diancamkan alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat juga dijatuhkan secara bersyarat dengan memberi masa percobaan sehingga dalam tenggang waktu memperbaiki diri sendiri, sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.
Hukuman mati bagi koruptor merujuk pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang TIPIKOR nomor 31 tahun 1999 :
(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Jonctu Undang-undang no 20 tahun 2001: 

Pasal demi pasal

Pasal I Angka 1 Pasal 2 ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.[footnoteRef:45] [45:  Undang-undang No. 31 tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) juncto Undang-undang No. 20 tahun 2001 Pasal demi Pasal.] 


Syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit di lakukan karena unsur pemberatan pidana yang terdapat dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) harus dalam keadaan “Tertentu” yakni:
1. Apabila tindak pidana Korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya;
Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan :
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan Keadaan darurat Sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila :
a. Keamaan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
b. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
c. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.
Pengertian perang dalam KJ 1949 ada dua macam yaitu Perang Internasional dan Peran Non-Internasional. Yang dimaksud dengan perang internasional ialah perang yang pihak-pihaknya adalah negara-negara yang merupakan pihak Konvensi itu atau negara bukan pihak Konvensi itu yang menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi itu. Di samping itu Perang Internasional dalam konvensi tersebut bentuknya dapat berupa perag yang diumumkan, pertikaian senjata lain atau peristiwa pendudukan.[footnoteRef:46] [46:  F.Sugeng Istanto, Perlindungan Penduduk Sipil, (Yogyakarta : Andi Offset, 1992),25.] 

Sedangkan dalam hukum Indonesia pengertian perang dapat dijadikan landasan bagi berlakunya KJ 1949 yakni perang yang diumumkan atau pertikaian senjata lain ataupu peristiwa pendudukan melawan negara pihak Konvensi tersebut atau bukan pihak Konvensi itu yang menerima dan melaksanakan Konvensi tersebut.
Jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terhadap dana-dana yang di peruntukkan untuk penanggulangan keadaan bahaya maka pelaku korupsi tersebut bisa dijatuhkan dengan hukuman mati sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) dikarena tindak pidana korupsi telah dilakukan dalam keadaan tertentu.[footnoteRef:47] [47:  Ibid,.251.] 

2. Keadaan Bencana Nasional
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat (1) “Dana Penanggulangan Bencana ialah Dana yang digunakan bagi peanggulangan bencana untuk tahan prabencana, saat tanggap darurat, dan / atau pasca bencana. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat berdasarkan per- nyataan Presiden RI, namun tetap memperhatikan tata tertib administrasi dan akuntabilitas.
Berdasarkan Peratutran Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 mengenai pendanaan dan pengelolaan dana penanggulangan bencana yang di dalam Pasal 32 menyatakan bahwa:[footnoteRef:48] “ Pemerintah dan Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana”. Begitu pula pada Pasal 36 yang menyatakan bahwa “semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [48:  Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008, Tentang Dana Penanggulangan Bencana, Pasal 32.] 

Kalimat bencana alam nasional itu berasal dari tiga kata yaitu kata bencana dan kata alam. Dalam KBBI kata bencana itu berati sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Kata alam berarti segala sesuatu yang ada dilangit dan di bumi, lingkungan kehidupan, segala sesuatu yang termasuk dalam satu lingkungan, dan dianggap sebagai suatu keutuhan. Serta kata nasional itu berarti sesuatu yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa.
Jadi bisa disimpulkan bahwa bencana alam merupakan suatu kehan-curan yang diakibat oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam diantaraya yaitu: tsunami, gempa bumi, genung meletus, kekeringan, banjir, angin topan, dan tanah lonsor. Suatu bencana akan dikatagorikan sebagai bencana alam nasional jika sudah mendapat klarifikasi oleh pemerintah pusat, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada Pasal 7 ayat (1) huruf c yang berbunyi: “wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan  bencana meliputi penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah”.[footnoteRef:49] [49:  UU No.24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencna, Pasal 7 ayat (1)] 

Penetapan status bencana alam itu melalui beberapa tahapan proses yang dimana, apabila terjadi bencana alam di suatu daerah maka respon utama itu ialah Pemerintah Daerah setempat karena di setiap kabupaten kota itu terdapat BPBP (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Disaat Terjadinya suatu bencana maka dibentuk tim berdasarkan SK Pemerintahan yang bernama tim Resi Cepat yang diturunkan langsung ke lokasi bencana untuk melakukan kaji cepat dalam jangka waktu 2x24 jam untuk memberikan informasi akurat ke BPBD.
Sesudah informasi didapatkan oleh pihak BPBD, maka kepala BPBD akan membuat suatu forum dan akan mempertimbangkan masukan-masukan dari dinas- dinas yang terkait dan akan melaporkan data-data tersebut ke bupati, sehingga kepala daerah setempat dan akan menetapkan status tanggap darurat yang sekarang namanya berubah menjadi status penanggulangan darurat bencana. Atau bencana alam daerah. Serta akan ditetapkan waktu yang dikatagorikan bencana sampai daerah tersebut kembali normal itu lazimnya 7-14 hari, akan tetapi jika belum lancar maka akan diperpanjang selama 1 bulan.
Jika terjadi bencana alam di suatu kabupaten akan tetapi kabupataen tetangga juga ikut merasakan dampaknya dan disaat bersamaan beberapa kabupaten yang terkena dampaknya juga menetapkan status bencana alam daerah maka kepala BPB Provinsi (Badan Penaggulangan Bencana ) akan membuat rapat dan hasil rapat tersebut akan dilaporkan ke Gubernur Provinsi dan status bencananya akan naik satu tingkat menjadi status bencana alam provinsi dan penanggulangan daruratnya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.
Suatu bencana alam statusnya akan berubah menjadi bencana alam nasional apabila:
a. Suatu daerah mengalami bencana yang mengakibatkan pemeritah daerah tidak dapat berfungsi lagi salahsatu contohnya yaitu tsunami di Aceh yang terjadi pada tahun 2004.
b. Suatu daerah yang mengalami bencana alam yang membuat pemerintah daerah tersebut kewalahan dalam menghadapi bencana tersebut meskipun pemerintah daerah tersebut masih berfungsi sehingga solusinya yaitu pemerintah daerah akan mengirimi surat ke Presiden, contohnya bencana alam Gunung Sinabung dan termasuk juga pandemi Covid-19 yang terjadi di Seluruh Wilayah Indonesia.
Jika dalam keadaan bencana alam nasional tersebut, seseorang melakukan tindak pidana korupsi terutama pelaku tersebut mengambil dana untuk bencana alam nasional tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan pelaku telah melaggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.
3. Dana Penanggulangan Kerusuhan Sosial
Kerusuhan sosial atau dikenal juga dengan kata konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Konflik sosial, yang selanjut disebut konflik, adalah perseteruan dan /atau benturan fisik dengan kekerasan antara kedua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan sintegrasi sosial sehingga menggangu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.[footnoteRef:50] [50:  UU No.7 Tahun 2012, Tentang Penanggulangan Konflik Sosial, Pasal 1 ayat (1).] 

Apabila dalam keadaan tersebut, seseorang melakukan tindak pidana korupsi terutama pelaku tersebut mengambil dana untuk penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan pelaku telah melaggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang di lakukan dalam keadaan tertentu.
4. Dana Penanggulangan Krisis Moneter
Krisis ekonomi dan moneter merupakan suatu kondisi yang dimana terjadiiya inflasi terhadap keuangan suatu Negara, hal ini bisa kita liat dengan kondisi keuangan yang tidak menentu yang berdampak buruk terhadap lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang tidak berfungsi dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Krisis Moneter itu sendiri menurut IMF, World Economic Outlook yang baru digolongkan menjadi berbagai jenis, yaitu (1). Currency crisis, (2). Banking crisis, (3). Systemic financial crisis dan (4). Foreign debt crisis. Kerawanan perekonomian bisa terjadi karena unsur-unsur yang pada dasarnya bersifat internal, seperti kebijaksanaan makro yang tidak sustainable, lemahnya atau hilangnya kepercayaan terhadap mata uang dan lembaga keuangan dan ketidakstabilan politik, atau yang berasal dari faktor eksternal, seperti kondisi keuangan global yang berubah, misalignment dari nilai tukar mata uang dunia (dollar dengan yen), atau perubahan cepat dari sentimen pasar yang meluas karena herd instinct dari pelaku dunia usaha.[footnoteRef:51] [51:  https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/080000969/krisis-moneter-pengertian-dan-dampaknya?page=all Diakses Pada 3 September 2021] 

Di tahun 1997 Negara Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi dan moneter tersebut ataupun hal yang serupa jika kembali terulang sekarang ini dan terdapat pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi atau pun mengkorupsi dana untuk penaggulangan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan pelaku telah melaggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi

Pengualangan tindak pidana atau di kenal dengan Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.[footnoteRef:52] [52:  Subekti dan Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 94.
] 

Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukanya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatanya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana,disebut residivist. Kalau residive menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivist menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.
Apabila orang yang telah dijatuhi hukuman atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan sifat yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai  warga masyarakat lainya.
Dengan adanya resedivis tersebut bagi pelaku tindak pidana korupsi maka pelaku tersebut sudah memenuhi syarat untuk di jatuhkan pidana mati karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaiamana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yaitu melakukan korupsi dalam keadaan tertentu.
Akan tetapi menurut pengamat penulis sendiri mengenai pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi masih belum memenuhi unsur-unsur yang membuat mereka untuk dijatuhi hukuman mati, karena sampai sekarang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sama sekali belum pernah diputuskan di pengadilan. Namun kasus korupsi selalu eksis di pengadilan dan itu menandakan bahwa hukum di Indonesia membutuhkan sesuatu yang baru seperti diterapkannya hukuman mati akan tetapi dalam batas yang lebih luas, diluar keadaan tertentu supaya pelaku tindak pidana korupsi merasa takut untuk melakukan penggelapan dana yang bukan hak miliknya.
C. Sanksi Pidana Mati bagi Koruptor Menurut Fikih Jinayah.
Dilihat dampak dari dampak dan cara kerjanya, yang bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, korupsi dikategorika sebagai pencurian (sariqah) dan perampokan (nahb). Dalam bahasa fiqh sariqah ataau pencurian adalah mengambil sesuatu dari tempat yang semestinya dengan sewenang wenang dan secara sembunyi-sembunyi denga berbagai macam persyaratan yang telah ditentukan oleh para ahli fiqh. Sedangkan nahb atau perampokan adalah mengambil milik orang lain secara terang-terangan. 
Melihat dampak yang mengerikan dari korupsi, tawaran hukuman yang sudah diputuskan NU dalam munas-konbes tahun 2012 adalah mulai potongan tangan sampai hukuman mati. Tentunya, keputusan tersebut mesti dilihat besar kecilnya uang Negara yang di korup dan dampaknya. Hukuman mati bagi koruptor sebagai hukuman maksimal juga ditegaskan lagi dalam munas-konbes NU tahun 2012 di pondok pesantren kempek-Cirebon.[footnoteRef:53]  [53:  Ahmad Rumadi, ed., Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), 146-148.] 

Hukuman mati merupakan hukuman maksimal yang ditawarkan NU untuk para koruptor. Karena faktanya korupsi merupakan kedzaliman yang luar biasa. Al-Muhib ath-Thabari pernah menyatakan dengan tegas bahwa boleh menghukum mati pejabat Negara yang berbuat kedzaliman terhadap hambanya (rakyatnya). 
Bahkan Ibnu Abdisalam sebagaimana dinukil oleh Al-Asnawi pernah menyatakan bahwa orang yang mampu boleh membunuh orang dzalim seperti pemungut pajak dan sesamanya dari penguasa yang dzalim dengan semisal racun agar masyarakat tenang dari kedzaliman, karena sungguh apabila boleh menolak penjahat meskipun dengan satu dirham hingga membunuh dengan syaratnya, maka lebih utama orang dzalim yang membahayakan orang lain.[footnoteRef:54] [54:  Ibid, 148] 

Pada dasarnya hukuman ta’zir dalam syariah hanya terbatas pada ta’dib (pengajaran), dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu sebenarnya tidak boleh ada unsur penghilangan fungsi anggota badan ataupun penghilangan nyawa. Akan tetapi para fuqaha membuat pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu dibolehkanya dijatuhkannya hukuman mati. Dijatuhkannya hukuman ini karena tidak ada cara lain untuk memberantas tindak pidana tersebut, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivist yang berbahaya. Jikalau di Negara ini terdapat banyak kasus korupsi dan tidak ada hukuman yang membuat pelaku jera, maka hukuman ini bisa dilaksanakan demi terlaksananya Negara yang sejahtera. Namun, pemberlakuan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi juga dilihat dari besar kecilnya uang Negara yang diambil karena pada dasarnya korupsi sudah merupakan kejahatan yang luar biasa yang dimana uang yang diambil merupakan uang yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sehingga apabil uang yang dikorupsi tergolong banyak maka pemberlakuan pidana hukuman mati diperbolehkan oleh beberapa fuqaha.
Hukuman mati dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam dua kategori, yaitu Qisas dan Hudud. Untuk memberlakukan hukum qisas dan hudud tidak bisa sembarangan dan terburu-buru, tetapi harus hati-hati dan sangat teliti. Hal ini mutlak diperlukan karna pada umumnya berbagai jenis hukuman pada kategori ini sangat keras karena menyangkut kehormatan dan nyawa manusia. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana Islam terdapat sebuah prinsip penting berupa keharusan membatalkan sanksi hudud jika ternyata terdapat unsur keraguan, seperti pembuktian yang belum kuat, kondisi kejiwaan pelaku, atau perbedaan pendapat para pakar hukum dalam menentukan status hukum suatu hal. Sanksi pidana mati untuk koruptor yang membangkrutkan Negara sangat perlu dikaji secara serius sebab hal ini menyangkut nyawa manusia yang masuk dalam lima pokok yang harus dilindungi dalam hukum Islam selain agama, akal, harta, dan nasab. Bisa dibayangkan, seandainya ada seorang koruptor yang sudah dieksekusi mati, tetapi ternyata dalam perkembangan berikutnya ia tidak terbukti melakukan korupsi, pasti akan berakibat sangat fatal. Belum lagi jika ternyata belum bisa dilakukan secara adil atau masih tebang pilih sesuai dengan selera kelompok dan kepentingan politik tertentu, hal itu tentu akan sangat runyam.[footnoteRef:55] [55:  Ibid.,149.] 

Hukuman mati sebagai takzir memang diperbolehkan, tetapi dalam menentukan jarimah yang layak diganjar dengan hukuman mati, ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat mereka bisa dikemukakan sebagai berikut :
1. Menurut Ulama Kalangan Hanafiyah 
Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir bisa diberlakukan sebagai pertimbangan politik Negara serta dilaksanakan demi kemaslahatan umum terhadapa pelaku jarimah tertentu yang sangat keji dan dilakukan secara berulang-ulang. Pelaku yang dapat dijatuhi takzir berupa hukuman mati adalah pelaku pembunuhan dengan benda keras, pelaku sodomi, dan pelaku pelecehan terhadap nabi Muhammad saw. Demikian juga orang yang berulang kali mencuri, merampok, mempratikkan sihir, melakukan perbuatan zindik, dan berselingkuh, Abdul Muhsin Al-Thariqi mengatakan bahwa masalah ini sulit dibuktikan sebab menuduh orang lain berzina tanpa bukti juga merupakan jarimah. 
2. Menurut Ulama Kalangan Syafi’iyah
 Menurut Pendapat kalangan Syafi’iyah, hukuman mati sebagai takzir bisa diberlakukan terhadap orang yang mengajak pihak lain untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan  Al-qur’an dan Hadis. Dikalangan ulama Syafi’iyah juga ada yang berpendapat bahwa pelaku sodomi harus dinganjar dengan hukuman mati sebagai takzir tanpa membedakan apakah pelaku sudah pernah menikah atau belum. Hal ini merupakan pendapat minoritas ulama Syafi’iyah. 
Adapun pendapat mayoritas mereka tetap  tidak mengakui adanya hukuman mati sebagai takzir sebagaimana yang dinyatakan Abdul Qadir Audah sebagai berikut : para ulama kalangan syafi’iyah dan tokoh-tokoh besar ulama kalangan malikiyah tidak memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati sebagai takzir. Mereka cenderung memilih untuk memperlama masa penahanan (penjara seumur hidup) bagi pelaku kejahatan yang bisa merusak dan membahayakan sampai pada masa yang tidak ditentukan agar kejahatannya bisa dicegah dan tidak menyebar di masyarakat. 
3. Menurut Ulama Kalangan Malikiyah 
Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir diperbolehkan, seperti hukuman mati bagi mata-mata yang memihak kepada musuh. sehubungan dengan itu, Shalih Al-Utsaimin mengemukakan bahwa mata-mata yang memihak musuh, boleh dihukum mati. Alasannya adalah kasus Hatib Bin Abi Balta’ah. Jika bukan karena bagian dari pasukan perang Badar, pasti sudah dihukum mati. 
Mengenai masalah hukuman mati sebagai takzir, Abdul Azis Amir mengatakan bahwa konon imam malik membolehkan hukuman mati diberlakukan kepada kaum Qadhariyah karena fasad, bukan karena kemurtadan mereka. Namun, Wahbah Al-Zuhaili tidak menyinggung tentang hukuman mati bagi kaum Qadhariyah yang konon merupakan pendapat imam malik, Al-Zuhaili mengatakan “Ulama Malikiyah, Hanabilah dan lain-lain memberbolehkan diberlakukannya hukuman mati bagi mata-mata muslim yang membocorkan rahasia kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin. Akan tetapi, Imam Abu Hanafiah dan Imam Syafi’iyah tidak memperbolehkannya”. 
4. Menurut Ulama Kalangan Hanabilah 
Sekelompok ulama Hanabilah, antara lain Ibnu Aqil, berpendapat bahwa mata-mata muslim yang membocorkan rahasia kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin boleh dihukum mati sebagai takzir. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian mereka yang mengatakan bahwa para pelaku bid’ah juga bisa dihukum mati. Demikian pula setiap orang yang selalu berbuat kerusakan sehingga merugikan banyak pihak dan satu-satunya cara untuk memberantas adalah dengan hukuman mati[footnoteRef:56]. [56:  M Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta; Amzah, 2016), 217-220.	] 

Hukuman mati bagi koruptor dirasa relevan disebabkan korupsi merupakan pelanggaran terhadap tujuan pokok hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap harta. Jika dianalogikan, tindak pidana korupsi mirip dengan jarimah sariqah yang mengambil harta milik orang lain dan merugikan pemilik harta. Sedangkan, korupsi mencuri harta milik negara yang mengakibatkan kerugian negara dan berdampak yang sangat luar biasa terhadap tatanan kehidupan masyarakat.
Dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam) hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (al-Rajam) jika pelaku perzinahan sudah menikah. Di samping itu, hukuman mati juga bisa diterapkan dalam kasus pemberontakan (al-Bughat) dan pindah agama (al-riddah) yang dikenal sebagai hukuman (al-had al-hudud) atas pengingkaran terhadap Islam. Jika melihat dari dampak dan bahaya tindak korupsi, sebenarnya tidak kalah berbahayanya dengan pelaku perzinaan, pemberontakan, atau murtad. Jika perzinaan bisa merusak nasab dan generasi, korupsi bisa memiskinkan generasi. Bila pemberontakan dan murtad bisa mengancam stabilitas negara, demikian juga dengan korupsi.[footnoteRef:57] [57:  https://republika.co.id/berita/niz95629/hukuman-mati-untuk-koruptor,  diakses pada tanggal 15 Januari 202, 21:32.] 

Sedangkan dalam hal ini Nahdlotul Ulama’ dalam Musyawaroh Alim Ulama’ Nasional dan Konfrensi Besar Nahdaltul Ulama’ pada 14-17 September 2012 yang bertempat di Pondok pesantren Kempek, Palimanan, Cirbon membuat fatwa mengengai hukuman mati bagi terpidana korupsi yang menghasilakan beberapa poin penting yakni :
1. Menerapkan hukuman mati bagi koruptor adalah mubah (boleh), apabila telah melakukan korupsi berulang kali dan tidak jera dengan berbagai hukuman, atau melakukannya dalam jumlah besar yang dapat membahayakan rakyat banyak. 
2. Seluruh harta hasil korupsi wajib dikembalikan ke negara meskipun pelaku telah menjalani hukuman penjara. 
3. Memeriksa kekayaan yang diduga hasil korupsi adalah wajib meskipun tersangka pelaku telah meninggal dunia agar diperoleh kepastian mengenai status harta tersebut. Apabila telah terbukti, bahwa harta tersebut adalah hasil korupsi, maka wajib dikembalikan kepada negara untuk kemaslahatan rakyat dan untuk membersihkan harta warisan dari harta haram.
Dengan dasar :
اَلْقُرْآنُ الْكَرِيْم :
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗوَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ) (آل عمران: ۱۹۱)
اَلْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنَ / تَفْسِيْرُ الْقُرْطُبِيْ، اَلْقُرْطُبِي : اَلثَّالِثَةُ؛ قَالَ الْعُلَمَاءِ: "وَالْغُلُوْلُ كَبِيْرَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ"، بِدَلِيْلٍ هَذِهِ الْآيَةِ وَمَا ذِكْرِنَاه مِنْ حَدِيْثٍ أَبِيْ هُرَيْرَة: أَنَّهُ يَحْمِلُهُ عَلَى عَنْقِهِ. (اَلجْاَمِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنَ / تَفْسِيْرُ الْقُرْطُبِيُّ، محُمَّد بِنْ أَحْمَد بِنْ أَبِيْ بَكْر بِنْ فَرْحٌ الْقُرْطُبِي، المحَققُ: أَحْمَدٌ عَبْدُ الْعَلِيْمٌ اَلْبَرْدُونِيْ، اَلْقَاهَرَةٌ، دَارُ الشُّعُبِ، سُنَّةِ ۱۳۷۲ هَا، طبعة ۲، ج ، ص ۲۰۸)
Artinya :Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. (Ali Imron :3:161)

Tafsir Qurtubi : Ketiga:Para Ulama’ berkata Ghulul merupakan salah satu perbuatan dosa besar bedasarkan ayat ini dan hadist dari Abu Hurairah RA yang telah kami sebutkan, bahwa ia akan memikulnya di  atas pundaknya (Al-Jami’liahkam al-Qur’an wa Al-Mubayyin Lima Tadhommadahu Min Assunnah wa Ayyi Al- Furqon: Muhammad bin Ahamad  Abi Bakar bin Farh Al- Qurtub:207)


اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِۗ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ 
Artinya : Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat, (Al-Maidah :5:33)[footnoteRef:58] [58:  A Departemen Agama RI., Al - Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil, 2005) , 5 :33.] 


تَفْسِيْرُ الْقُرْاَنِ الْعَظِيْمِ / تَفْسِيْرٌ ابْنُ كَثِيْرٌ، اِبْنُ كَثِيْرٌ: وَقَوْلُهُ "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَقْتُلُوْا أَوْ يَصْلُبُوا أَوْ تَقْطَعُ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمُ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يَنْفُوْا مِنَ الْأَرْضِ" الْآيَةِ. الْمُحَارَبِةُ هَيَ الُمُضَادَةِ وَالْمُخَالَفَةِ وَهِيَ صَادَقَةٌ عَلَى الْكَفِرِ وَعَلَى قَطْعُ الطَّرِيْقِ وَاخَافَةِ السَّبِيْلِ، وَكَذَا الْإفْسَادَ فِي الْأَرْضِ يُطْلَقِ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الشِّرِ حَتَّى قَالَ كَثِيْرُ مِنَ الْسَلَفِ مِنْهُمْ سَعِيْدٌ بِنْ اَلمُسِيْبُ: أَنْ قَبِضُ الدِّرْاهَمُ وَالدِّنَارُ مِنَ الْإِفْسِادِ فِي الْأَرْضِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تعالى: (وَاِذَا تُوئَی عَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَلِكَ الْحَرْثِ وَالنَّشِلُ وَاللهُ لَا يُجِبُ الْفَسَادِ (البقرة: ۲۰۵) (تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ / تَفْسِيْرُ ابْنُ كَثِيْرٌ، أَبُو الْفَدَاءُ الحْاَفِظُ إِسْمَاعِيْلُ بِنْ كَثِيْرٌ الدَّمْشِقِي، بِیْرَوَتِ، دَارَ الْفَكِرِ، سُنَّةِ ه.، ج ۲، ص ۸) 
Dengan Tafsir Ibnu Kastir: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang me­merangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (bersilang), atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). (Al-Maidah: 33), hingga akhir ayat . Al-muharabah  artinya "berlawanan dan bertentangan". Makna kalimat ini dapat ditunjukkan kepada pengertian "kafir, membegal jalan, dan meneror keamanan di jalan". Demikian pula membuat kerusakan di muka bumi mempunyai pengertian yang banyak mencakup berbagai aneka kejahatan. Sehingga banyak dari kalangan ulama Salaf —yang antara lain ialah Sa'id ibnul Musayyab— mengatakan bahwa sesungguhnya menggenggam (menguasai) dirham dan dinar termasuk perbuatan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Allah Swt. telah berfirman: Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang-binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (Al-Baqarah: 205)(Tafsir Al-Qur’anul Karim , Ismail bin 'Amr Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi)

جَوَازً اَلْقَتْلِ تَعْزِيْرًا كَمَا فِي قَتَلٍ اَلجَاسُوسِ اَلْمُسْلِمُ إِذَا اقَتَضَتٌ اَلْمُصْلِحَةٌ ذَلِكَ. وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ اِخْتِلَفٍ الِنُقْلِ عَنْهُمْ فِهَا هُوَ الْغَزّالِي فيِ الوَجِيْزِ يَقُولُ: "وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتُلَ فِي التَّعْزِيْرُ وَالْاِسْتِصْلَاحٌ وَهَذَا النَّصُ صَرِيْحٌ فِي عَدَمِ جَوَازً اَلْقَتْلُ تَعْزِيْرًا عِنْدَهُمْ"، وَلَكِنِ ابْنِ الْقَيِّمِ يَقُولُ: رَوِي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ جَوَازً قَتْلِ الدَّاعِيَةُ إلَى البِدْعَةِ كَالتِّجَهِمِ وَالرَّفِضُ وَإِنْكَارَ الْقَدَرِ، وَهَذَا صَرِيْحُ أَيْضًا فِيْ أَن بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِي يَجِيْزُونَ الْقَتْلِ تَعْزِيْرًا. وَرَوِى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدَهُ عِنْ دِيْلِمِ الْحَمِيِري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتَ يَا رَسول الله إِنَّا بِأَرْضِ بَارِدَةٌ نُعَالِجُ فِيْهَا عَمَلًا شَدِيْدًا وَاِنّاَ نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنَ الْقَمَحُ تَقْوِی بِهِ عَلَى أَعْمَالُنَا وَعَلَى بَرَدَ بَلَادِنَا فَقَالَ هَلْ يَسْكُرُ ؟ قُلْتَ نَعَمْ، قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ غَيْرَ تَاْركَيُهُ، قَالَ فَإِنْ لمَّ يَتْرَكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ. وَهَكَذَا كَانَ عَمَلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. ... (إِلَى قَوْلِهِ) ... وَقَدْ جَرِى عَمَلُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى ذلكَ فَقَدْ قَتَلَ عُمَرَ ابْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ رَضِيَ الله عَنْهُ غَيَلَانِ الْقَدَرِي لِأَنَّهُ كَانَ دَاعِيَةَ إِلَى بِدْعَةٍ، فَمَنْ هَذَا كُلُّهُ يَتُبَيِّنُ أَنِ الْقَتْلَ تَعْزِيْرًا أَيْدِتَهُ السُّنَّةِ الْقَولِيَةُ وَاْلعَمِلِيَّةُ. (تَكَمِّلَةِ اَلْمَجْمُوعِ شَرَحِ الْمَهْذُبِ، محيي الدِّيْنُ يَحْيَى بِنْ شرف النَّوَوِي - بخيت المطيعي، ج ۲، ص ۲۶۱ - ۲۶۲)
Artinya : diperbolehkan sanksi hukuman mati dengan jarimah ta’zir oleh pihak berwenang dengan tujuan akan membawa kemaslahatan sendangkan menurut pendapat ulama’ syafi’iah berbeda pendapat hal itu terdapat pada kitab imam al-ghozali yakin tidak diperbolehkan memberikan sanksi hukuman mati berupa jarimah ta’zir meskipun dengan alasan kemaslahatan dan mengatakan bahwa pendapat ini sangat jelas dalam nas Al-Qur’an ketetapan bahwa ta’zir tidak diperbolehkan dihukum mati. Namun dalam hal ini seperti Ibnul Qoyyum meriwayatkan bahwa sebagian pengikut Imam Syafi’i memperbolehkan adanya sanksi hukuman mati bagi ahli bid’ah dan orang yang ingkar terhadap ketetapan Allah. Olehkarenanya sebagaian dari Madzhab Imam syafi’i boleh menghukum mati pada jarimah ta’zir. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad : Saya bertanya kepada Rosululloh SAW  Rasulullah, kami berada di tanah yang dingin di mana kami memperlakukan kerja keras, dan kami minum dari gandum ini untuk mendapatkan kekuatan. tindakan kita dan dinginnya negara kita Dia berkata: Apakah itu mabuk? Saya bilang iya. Dia berkata: Hindari itu. Dia berkata: “Saya mengatakan bahwa orang-orang tidak akan meninggalkannya”. Lalu Rosullulloh berkata “ jika mereka tidak meninggalkannya maka perangilah mereka”. Maka dapat diambil kesempulannya bahwa sanksi hukuman mati bagi pelaku jarimah ta’zir termasuk kebijakan yang diperbolehkan oleh sunnah dengan dasar sebagai mencari sebuah solusi. Al Muhib Attrobri mengatakan dalam kitab fikihnya: diperbolehkan sanksi hukuman mati bagi pemerintahan yang berkuasa secara dzholim terhadap rakyatnya.[footnoteRef:59] [59:  Ke-NU-an “Komisi Bathtsul Masail Al-diniyyah Al-waqi’iyyah”, (Cirebon:
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2012), 13.] 


Pada point pertama NU memperbolehkan adanya hukuman mati bagi terpidana korupsi. Sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 29 Juli 2005 telah mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada tindak pidana tertentu. Termasuk didalamnya pencurian dan korupsi yang waktu itu diatur di Pasal 368 ayat 2 dan 369 ayat 4 KUHP. MUI mengasakan Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam tindak pidana hudud, ta'zir dan qishas. Selain itu Majelis Ulama Indonesia yang dalam hal ini merupakan organisasi islam yang diakui dan sering dijadikan bahan pertimbangan hukum serta kebijakan oleh pemerintah juga membolehkan negara melaksanakan hukuman mati kepada pelaku pidana tertentu. Termasuk korupsi jika diatur oleh negara.[footnoteRef:60] [60:  https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/10/26/nwtga4388-hukuman-mati-untuk-koruptor-bagaimana-pandangan-ulama-indonesia-part2] 







BAB IV
ANALISIS PUSTAKA

A. Analisis Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Memang korupsi bukanlah kejahatan yang tujuannya secara langsung untuk membunuh nyawa seseorang, tidak seperti halnya kejahatan terorisme atau pembunuhan berencana yang dapat seketika membunuh nyawa seseorang. Namun akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat membunuh secara massal sekian banyak orang secara tidak langsung. Seperti contoh sederhananya ketika bantuan dana-dana untuk penanggulan medis terhadap korban virus Covid-19, para korban yang seharusnya sangat berhak atas bantuan dana-dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan medisnya baik itu berupa pelayanan atau obat-obatan demi kelangsungan hidupnya, terancam tidak akan dapat terpenuhi secara maksimal sehingga lambat ataupun cepat korban sulit untuk ditangani bahkan baik dari pihak medis atuapun pasien akan ada korban berjatuhan dan tidak menutup kemungkinan pesatnya angka kematian yang tinggi disebabkan tidak cukupnya dana medis untuk pengangulangan Covid-19. Hak untuk hidup mereka akan terampas akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor tersebut.
Para koruptor berani melakukan kejahatan tersebut karena mereka memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, terutama kekuasaan politik. Maka tidaklah salah jika tindak pidana korupsi termasuk kejahatan politis karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, ia dapat menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang melekat pada kedudukan dan posisi politiknya. Penyalahgunaan posisi strategis tersebut berdampak sangat merugikan dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum,  dan  sosial yang buruk bagi rakyat maupun negara. Pelaku kejahatan politis tersebut dapat dilihat dari laporan KPK yang menyebutkan bahwa: “KPK telah memenjarakan 42 anggota parlemen, 8 menteri, 7 gubernur, 20 bupati atau wali kota, 8 anggota Komisi Pemilihan Umum, 4 duta besar, 1 gubernur  Bank  Indonesia, termasuk salah satunya besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.”[footnoteRef:61] [61:  http://www.kompas.com, “Pasang Surut Komisi Antikorupsi”, diakses tanggal 11 Juni 2021.] 

Di Indonesia tidaklah banyak kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati, hanya sedikit dari sekian banyak jenis kejahatan yang secara tegas oleh undang-undang diancam dengan sanksi pidana mati, misalnya saja pembunuhan berencana, terorisme, narkotika, ataupun korupsi. Jenis-jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati inilah yang harus dipandang sebagai kejahatan yang paling serius. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan sanksi  pidana  mati  adalah kejahatan-kejahtan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyerang hak untuk hidup dan hak atas kehidupan manusia.
Di dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) yang merupakan konvenan pemberantasan tindak pidana korupsi, sejatinya juga tidak ada satu pasal pun yang melarang adanya sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pasal-pasal  yang  terdapat dalam UNCAC bahkan bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif di setiap negara. Di rumusan pasal 30 ayat (1) UNCAC dinyatakan bahwa: “Negara Pihak wajib mengenakan sanksi terhadap pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan”. Bahkan di Pasal 65 ayat (2) UNCAC dirumuskan bahwa: “Negara Pihak dapat mengambil tindakan-tindakan yang lebih ketat atau keras daripada yang diatur dalam Konvensi ini untuk mencegah dan memberantas korupsi.”[footnoteRef:62] [62:   Tholib Efendi, Hukum Pidana Internasional (Jakarta : MediaPressindo, 2014),125.] 

Melihat rumusan pasal-pasal yang terkandung dalam UNCAC kiranya telah memberikan kepada setiap negara untuk dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Indonesia sebagai negara  peserta konvensi, langkah-langkah yang lebih keras, dalam hal ini ancaman sanksi pidana mati, dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas  tindak  pidana korupsi.
Langkah-langkah demikian tidaklah bertentangan dengan konvensi tersebut. Artinya, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang sanki hukuman mati bagi koruptor merupakan sebuah hak dan langkah serius Negara Indonesia dalam memberantas kasus korupsi. Pemberlakuan sanksi pidana mati tersebut justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam konvensi.
Dengan demikian tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa  pun  yang lahir dari konvenan internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena konvenan-konvenan internasional baik DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights ), maupun UNCAC masih memperbolehkan dilakukannnya sanksi pidana mati, tidak ada larangan secara eksplisit maupun implisit dilarangnya penjatuhan akan hukuman ini.
Selanjutnya dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tersebut tidak serta merta menghukum mati seorang terpidana korupsi melainkan penuh dengan pertimbangan dan beberapa ketentuan seperti apabila korupsi terhadap dana penganggulangan bencana alam nasional, dana penganggulan kerusuhan sosial, penganggulangan krisis moneter serta korupsi tersebut dilakukan berulang-ulang.  Hal tersebut juga selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan 3/PUU- V/2007 yang menyatakan bahwa; di masa yang akan datang, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sanksi pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan sanksi pidana mati dalam sistem peradilan di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh empat hal berikut, yaitu:
1. Sanksi pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Sanksi pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan baik dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
3. Sanksi pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi sanksi pidana mati terhadap  perempuan  hamil  dan  seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.
Menurut pandangan penulis suatu kekeliruan kiranya bagi pihak-pihak yang tidak setuju bahkan secara harfiah tidak mengakui sanksi hukuman mati bagi koruptor yang terdapat pada Undang-undang No. 20 tahun 2001 dengan mengatasnamakan Kemanusiaan, mereka terlalu fokus penekanannya kepada  HAM  pelaku kejahatan, namun telah mengabaikan HAM dari korban kejahtan, keluarga, serta masyarakatnya. Tidaklah adil apabila persoalan sanksi pidana mati hanya melihat dari perspektif pelaku kejahatan yang selalu berlindung di balik argumentasi restorative justice tanpa melihat dari perspektif korban atau masyarakat yang telah menerima imbas yang besar akibat kejahatan tersebut. Pandangan yang semata- mata hanya melihat pelaku kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati sebagai orang sakit yang perlu disembuhkan adalah pandangan yang telah mengabaikan fakta bahwa setiap kejahatan sesungguhnya  adalah  serangan  terhadap harmoni masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan luka berupa disharmoni sosial pada masyarakat.[footnoteRef:63] [63:  Ibid,.35.] 

Semakin tinggi kualitas kejahatan, semakin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Tindak pidana  korupsi  yang termasuk sebagai salah satu kejahatan dengan kualitas tinggi telah  begitu menciderai keharmonisan dalam masyarakat.  Kemiskinan,  penganguran,  kelaparan, kebodohan, dan hal-hal buruk lainnya  telah  diyakini  masyarakat sebagai imbas dari kejahatan ini. Lebih dari itu tatkala dana-dana yang  diperuntukan untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi moneter dikorupsi atau mantan koruptor mengulangi perbuatan korupsinya, akan mengakibatkan kegoncangan keharmonisan sosial yang cukup besar dan luas. Tidak hanya masyarakat yang sejatinya berhak  mendapat  dana- dana tersebut yang mencela tapi juga seluruh  lapisan  masyarakat  di  Indonesia akan mencela perbuatan koruptor tersebut. Imbas dari kejahatan tersebut akan mengakibatkan kelaparan, terserangnya penyakit, yang kesemuanya itu berujung pada kematian. Dengan demikian kejahatan atau tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah  menyerang  hak  untuk hidup dan hak atas kehidupan.[footnoteRef:64] [64:  Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, (Jakarta, Kencana, 2007), 128-130.] 

Dalam hal ini penulis memiliki pandangan bahwa semestinya penegakan kasus tindak pidana korupsi dijatuhkan secara objektif dan dijalankan dengan penuh ketegasan sebagaimana mestinya mengingat dampak buruk kejahatan korupsi adalah kejahatan berat dan berdampak sangat merugikan suatu bangsa, terlebih tentang sanksi hukuman pidana mati bagi terpidana korupsi harus menjadi opsi bagi para hakim di pengadilan apabila suatu kasus tindak pidana korupsi dirasa telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang sehingga disaat hal tersebut dilakukan, niscaya membuka peluang agar tingkat korupsi di Indonesia setidaknya berkurang sebagaimana dibeberapa negara yang telah menerapkan hukuman mati seperti salah satunya negara Cina. 
B. Analisis Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Korupsi Menurut Fikih Jinayah
Pada hakikatnya dalam pandangan hukum Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana korupsi termasuk dalam ta’zir sebab syariat secara khusus tidaklah mengatur hukuman terhadap koruptor termasuk dalam hal ini sanksi hukuman mati bagi koruptor, dimana pada pidana golongan ta’zir  seorang hakim atau otoritas pembuat Undang-undang dalam sebuah negara memiliki otoritas penuh untuk memilih hukuman yang sesuai tentunya dengan ketentuan syariat.
Pada penjelasan diatas dijelaskan bahwa ulama kontemporer dalam kalangan berberapa madzhab memiliki perbedaan pendapat mengenai hukuman mati dalam golongan jarimah ta’zir yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan keputusan hukuman mati bagi koruptor. Penulis dalam hal ini sesuai penjelasan diatas membagi pendapat tersebut dalam dua kelompok yakni; pertama, membolehkan hukuman mati sebagai ta’zir jika hal tersebut dirasa tidak ada hukuman yang pantas atau dianggap tegas dalam menurunkan suatu kasus angka kejahatan dalam suatu wilayah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama’ kalangan Madzhab Hanafi dan Hanabilah. Sedangkan Pendapat Kedua memandang bahwa hukuman mati dalam jarimah ta’zir tidak diperkenankan, pendapat ini cenderung mengambil alternatif lain dengan memperpanjang masa kurungan terpidana.
Dalam sejarah Islam jarimah korupsi sempat memiliki jarimah ta’zir yang beranekaragam. Umar bin Abdul Aziz memetapkan sangsi koruptor adalah dijilid dan ditahan dalam waktu yang sangat lama. Zaid bin Tsabit menetapka sansksi koruptor yaitu dikekang (penjara) atau hukuman tang bisa menjadi pelajaran begi orang lain. Sedangkan Qatadah mengatakan hukumannya adalah dipejara hal ini selaras dengan contoh pendapat hukuman ta’zir pada golongan yang kedua.[footnoteRef:65] [65:  Enang Hidayat, Jihad Melawan Korupsi (Jakarta: Rosda, 2016),21.] 

Namun dalam hal ini penulis lebih condong sependapat dengan golongan yang pertama dimana kita sebagai muslim yang berada di Negara Indonesia yang dalam hal mendeklarasikan bentuk negaranya bukan sebagai negara Islam meskipun  mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Hal  ini sepatutnya dalam bidang hukum kita tetap mengikuti sistem perundang-undangan di Indonesia yang telah disepakati bersama sebagai bentuk kepatuhan hukum termasuk tentang undang-undang sanksi hukuman mati bagi koruptor yang telah ditetapkan bersama. Termasuk dalam hal ini penulis berpendapat bahwa jarimah ta’zir harus lebih fleksibel mengikuti pola hukum dan keadaan saat ini sebagai langkah menyesuaikan dengan keadaan zaman di Indonesia. Terlebih lagi mengingat begitu akutnya masalah korupsi mendarah daging dalam birokrasi bangsa Indonesia tak cukup hanya dengan perpanjangan masa tahanan sebagai langkah ketegasan memberantas tindak pidana korupsi. Terbukti sampai saat ini meskipun dasar hukumnya ada tentang pidana mati bagi koruptor dengan ketentuan tertentu.
Pada kenyataanya hingga tahun 2021 hukum terberat bagi terpidana korupsi adalah hukuman seumur hidup yakni dalam kasus AM (Mantan ketua Mahkama Konstitusi) dan 6 orang dalam korupsi Jiwasraya. Bahkan dalam kasus yang lebih sesuai sebagai katagori sanksi korupsi hukuman mati  yang ada dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 yakni kasus mantan mentri sosial Julia Batubara yang menerima suap Rp 32 miliyar rupiah terhadap bantuan sosial penanganan pandemi covid-19 hanya divonis dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah.[footnoteRef:66] Dari sini penulis menilai tidaklah cukup masa perpanjangan hukuman mengigat tingkat korupsi di Indonesia yang cukup akut sehingga terbutkti saat ini  dimana kasus korupsi masih tetep tinggi  disebabkan secara praktik hukum Indonesia masih melakukan penekan masa tahanan bagi terpidan korupsi bansos daripada hukuman mati sesuai UU TIPIKOR. Hal ini menyiratkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidaklah tegas dan serius dalam memberantas kasus korupsi baik itu dengan vonis hukuman ringan sampai hukuman berat dirasa jauh dari kata tegas dan cenderung main-main.  [66:  https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor diakses pada 9 September 2021] 

Alasan selanjutnya juga didasarkan kepada efek utama dari suburnya korupsi dalam suatu bangsa mengakibatkan ketidaksetabilan ekonomi dan itu menjadi indikasi munculnya kejahatan kelas kakap yang tentunya mencidrai Maqosidus Syariah. Artinya korupsi merupakan sumber utama berbagai tindak pidana kejahatan meskipun tidak langsung namun hal tersebut nyata adanya menjadi penyebab munculnya kejahatan tingkat berat seperti, permampokan, pembunuhan,   pencurian, penipuan dan lain-lain yang dalam hal ini kejahatan tersebut sangat dilarang secara tegas dalam agama Islam bahkan terancam dengan hukuman yang cenderung sangat berat seperti pindana mati. Secara logika jika segala bentuk kejahatan yang muncul diakibatkan adanya tindak pidana korupsi tersebut dalam fikih jinayah seharusnya dihukum sangat berat seperti contoh hukuman mati bagi terpidana pembunuhan dan hukuman potong tangan bagi terpidan pencurian bukankah sepantasnya sumber dari penyebab segala tindak pidana kejahatan tersebut harusnya dihukum secara setimpal dan seberat-beratnya yakni salah satunya dengan hukuman mati.
Berkaitan dengan eksistensi hukuman mati bagi koruptor Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Selain mendorong pemberlakuan hukuman paling berat itu, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum kerja sosial. MUI mendorong majelis hakim pengadilan TIPIKOR menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. usulan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah disampaikan sejumlah lembaga dan aktivis antikorupsi. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, tahun lalu, menyampaikan fatwa serupa. Artinya hampir semua elemen dan gologan masyarakat Indonesia menuntut ketegasan hukum terhadap terpidana korupsi sebagai solusi untuk menurunkan tinkat kejahatan korupsi di Indonesia.[footnoteRef:67] [67:  https://www.nu.or.id/post/read/39949/nu-dan-fatwa-hukuman-mati-koruptor diakses pada 9 September 2021] 
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa :
1. Menurut Undang-undang no. 20 tahun 2001 bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan kepada koruptor apabila melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana-dana penanggulangan bencana, penanggulangan kerusuhan sosial serta krisis moneter dan apabila tindakan korupsi tersebut dilakukan dengan berulang-ulang. Sendangkan koruspi sendiri diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri, orang lain atau suatu kelompok.
2. Sedangkan menurut Fikih Jinayah permasalahn pidana mati bagi koruptor terletak kepada masalah diyat tentang pemidanaan hukuman mati dimana dalam hal ini beberapa kalangan Ulama’ empat madzhab berbeda pendapat yakni ada yang memperbolehkan ada yang lebih memilih untuk memperpanjang masa tahanan dari pada harus menghukum mati seorang terpidan. Sendangkan mayoritas fatwa di Indonesia seperti MUI dan NU mendukung diberlakukannya hukuman mati bagi terpidana koruptor dalam beberapa ketentuan.

B. Saran
1. Lewat peneltian ini penulis berharap dapat memberikan sedikit banyak wawasan tentang hukuman mati bagi koruptor melalui dua perspektif hukum, terutama dapat menginspirasi para akademisi ataupun tokoh cendikiawan mengenai pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia sebagai salah satu solusi untuk memerangi tindak pidana koruspi di negara ini.
2. Semoga kedepannya para penegak hukum lebih bisa memaksimalkan tuntutan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi khususnya tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor sebab hukum tersebut memiliki kedudukan yang jelas baik menurut hukum perundang-undangan tindak pidana korupsi bahkan menurut perspektif kajian hukum Islam.
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